PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUFPATEN BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENEBANGAN DAN
PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGHALAN,

Menimbang & bahwa Peraturan Deersh Kabupeten Bangkalan Nomor 5 Tehun 2002
tentang zin Penebangan dan Penpangiatan Kayu Rakyat, Mdususnya
mengenal retrbus! atss 1zin penebangan dan paengangkutan keyy rakysl
oish Menteri Dalam Negeri dinilai merupal@an urusan pemerintahan
umum yang seharusnya diblayai dar penerimaan umum,

b bahwa untuk meiaksanaksn sebagaimans dmaksud pada hurf a
ma@ dipsndang periy mengubeh Fersturan Deerah Kabupaten
Bangalan Nomor 5 Tahun 2002 eatang [zn Penebangan dan

Pengangiatan Keyu Rakyst, yang perubahannya dituangkan dalam,
Persturan DCeemh

Mengingat .1 Undang-Undang Nomor 12 Tehun 1850 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinst Jawa Timur (Berita
. Negara Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1581 lentang Hukum Acera Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1881 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomar 3200),

3 Undang-Undang Nomor § Tehun 1990 tentang Konservesi Sumber
Derya Alam Haya$ dan Ekosistemnya {Lembaran MNegam Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lemberan Negara Nomor 3419),

4 Undang-Undang MNomor 23 Tahun 1987 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hdup (Lembaman Negara Tahun 1987 Nomor 68,
Tambehan Lembaran Negara Nomar 3898);

S Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
(Lemberan Negara Tahun 1888 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3838},

6 Undang-Undang Nomor 41 Tatwn 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Tahun 1899 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3884,
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peiaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acera Pidana (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomer 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemernntah dan Kewenangan Propinsi sebagai Deerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3852);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tenitang Pembinaan dan
Fengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090y,

Peraturan Mertteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1897 tentang
Penyidik Pegawal Negeri Sipll di Lingkungan Pemerintah Daerahy;
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomar 316/Kpte-
171999 tertang Tala Usaha Hasl Hutan,

Keputusan Merteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/Kpts-
172000 tertang Pemberiakuan Surat Keterangan Sahnya Hasll Hutan
(SKSHH) sebagal Pengganti Dokumen Surat Angkutan Keyu Bulat
(SAKB), Surat Anghutan Kayu Olahan (SAKC) dan Surat Angkutan
Hasll Hutan Bukan Kayu (SAHHEK);

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonoml Daerah Nomor 21
Tahun 2001 tertang Tekrik Peryusunan dan Materi Muatan Produk-
produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang
Pengewasan Represil Kebijakan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daersh Tingkat || Bangkalen Nomor 7
Tahun 1989 tentang Penyidk Pegawal Negen Sipl d Lingkungan
Kabupaten Deersh Tingkat | Bangkalen (Lemberan Daersh Tahun
1988 Nomor 7/C);

Peraturan Deerah Kabupaten Banglalan Nomor 26 Tahun 2000
tentang Susunan Organisasi dan Teta Kerja Lembaga Telnis Deerah
Kabupeaten Bangkaian (Lembaran Daergh Tahun 2000 Nomar 23/C)

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
MEMUTUSKAN
Menetaplan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR S5 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENEBANGAN DAN

PENGANGKUTAN KAYL) RAKYAT.




Pasal |

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin

Penebangan dan Pengangkutan Kayu Rakyat yang teiah disahkan tanggal 28

Maret 2002 dan diundangikan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan

tanggal 1 Aprd 2002 Nomor J/C khususnya mengesial materi yang mengatur

retribusi diubah dan dicabut sebagai beriut -

1. BABilpasal 1, khusus hurul t, U v, w, X dan y dihapus;

2. BAB | pasal 2 3, dan 4 dihapus, sedangkan BAB il pasat 5 & 7 dan 8
diubah menjd| BAB N pssal 2 3 4dan §

3 BAB IV pasal 9, BAB V pasal 10, BAB V| pasal 11, BAB Vil pasal 12, BAB
Vil pasal 13, BAB X pasal 14 dan 1§, BAB X pasa! 16, BAB X pasal 17,
BAB Xl pasad 18, BAB Xl pasal 19, BAB XIV pasal 20, BAB XV pasal
21, dihapus;

4 BAB XVI pasal 22 diubah menjad BAB Il pasa 6,

5 BAB XVIl pasal 23 dhapus, sedangken BAB XVII pssal 24, diubah

. menjad BAB IV pesal 7,
6 BAB XVII pesal 25 diubeh menjadi BAB V pasal 8;
7. BAB XX pasal 26 dan 27 diubah menjadl BAB W pasal 8 dan 10.

Pasal I
Peraturan Daerah inl mulai berials pada tanggal diundangian.
Agar setiap orang depat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DCaerah
Kabupaten Bangkalan.

Disahkan d Bangkalan
pada tanggal 9 Jul 2003

Va BUPATI BANGKALAN

R.FUAD AMIN

Diundangkan d Bangkalan

. ,ﬂ;_-:mktanggat 11 Jull 2003

SEKIRETARIS DAERAH
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG IZIN PENEBANGAN
DAN PENGANGKUTAN KAYU RAKYAT

PENJELASAN UMUM

Bahwa sesual dengan Peraturan Pemerintah Nomor X0 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan ates Penyelenggeraan Pemerintahan Daerah yang ditindaldanjuti dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasarn Represif
Kebijakan Daerah, maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan
Deerah dan produk hukum daerah dilakuian pengawasan represif oleh Menteri Dalam Negeni
atau Gubemnur sesual dengen kewenangannya.
Berkaitan dengan hal tersebut Menteri Dalam Neger melalui suratnya tanggal 11 Maret 2003
Nomor 188.342/514/SJ perhal Peraturan Daerah telah meminta penghentian dan pencabutan
Peraturan Daersh Kabupaten Bangkalan Nomaor 5 Tahun 2002 tentang 1z Penebangan dan
Pengangkutan Kayu Rakyat, khususnya mengenal retribusinys dengan alasan:
1. Pungutan atas Zih penebangan dan pengangkutan kayu rakyat merupakan urusan
pemerintahan umum yang seharusnya dapat dibizyal dan penerimaan umum.
2 Pengenaan teril harue sesual dengan biaya yang diperiukan untuk pengeluaran izin.
Selanjutrya terhadap surat Menterl Dalam Negeri tersebut periu untuk metubah den
mencabut materi Peraturan Daerah Kabupaten Banghkatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang 12in
Pepebangan dan Fengangkutan Kayu Rekyal, khususnya yang beriaitan  dengan
retribusinya, sedangkan dalam rangka pengeturan pembinaan, pengendalian dan
pengawasan terhadap penebangan dan pengangkutan kayu rakya untuk mencegah
kerusakan dan menjaga kelestanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dipandang
peru tetap memberiakukan perizinan penebangan dan pengangkutan kayu rakyst, sehingga
perubahannya peru dlatur dalem Peraturan Daerzh.

PENJELASAN PASAL DEM! PASAL

Pasa | dan pasal I . Cukup jelas.




